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BUPATI PARIGI MOUTONG

PROVINSI SULAWESI TENGAH PARAF AUTENTIKA

ASISTEN{ )

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONGHEPALA PERANGKAT JAERAH

NOMOR {4 TAHUN 2022 KABAG HUKUM D

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah
wajib melakukan penilaian risiko;

. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman
pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola
risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;

. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah

pengaturan mengenai Pengelolaan Risiko, perlu ditetapkan
dalam Peraturan Bupati;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang tentang Pedoman Pengelolaan Risiko;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4185);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan

Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman
Teknis  Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian Intern
Pemerintah;




5.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Risiko Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

6.Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan
Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan
Risiko Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO.
| PARAF AUTENTIKASI
BAB I ASISTEN{ ) %
KETENTUAN UMUM  T{EPALA PERANGKAT AERAH| ' £
Pasal 1 KABAG HUKUM o2

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP

adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di

lingkungan Pemerintah Daerah.

Unit Pemilik Risiko, yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang

bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.

Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan

pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah.

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan

kegiatan dan sasaran perangkat daerah. '

Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah

ada.

6. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi
dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya
untuk menetapkan level atau status risikonya.

7. ldentifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa,
dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif
terhadap pencapaian tujuan.

8. Rencana Tindak Pengendalian, yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian
tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.

9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa
kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,
rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

10. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan
dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor
yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam
mencapai tujuan.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat
dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

12. Rencana Strategis Perangkat, Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum
disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
PARAF AUTENTIKAST _
ASISTEN[ )
BAB II KEPALA PERANGKAT UAERAH yA
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Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3
Pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis
Pemerintahan Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada
tingkatan kegiatannya.
Pengelolaan risiko dilakukan melalui :
a. pengembangan budaya sadar risiko;
b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4
Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai Pemerintah Daerah.
Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui :
a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di setiap tingkatan
seluruh perangkat daerah;
b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan
keputusan di seluruh tingkatan perangkat daerah; dan
¢. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung
penciptaan budaya risiko.

Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), berupa :

pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;

sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;

penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan

pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi
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Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko,

yang terdiri atas :

a. Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan
Risiko;

c. Bupati dan pimpinan perangkat daerah sebagai UPR,;

d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan

e. Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan.

Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan

Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan

pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bupati dan pimpinan perangkat daerah sebagai UPR sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c bertanggungjawab melakukan pengelolaan Risiko di

lingkup kerjanya.

Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di

lingkungan Pemerintah Daerah.

Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang

memadai atas penerapan pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah

Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah
Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Bupati sebagai Ketua;
b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan

sebagai koordinator merangkap anggota;
c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai
tugas:

a.

melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah
Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan Risiko; dan

membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan
Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) terdiri atas :

a.
b.
C.

(1)

UPR tingkat Pemerintah Daerah,;
UPR tingkat Pimpinan Tinggi Pratama; dan ,
UPR tingkat Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

Pasal 9
UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
mempunyai tugas:



(1)

menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah,;

menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;

c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi
dan analisis risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

UPR tingkat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (2) mempunyai tugas :

a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pimpinan Tinggi Pratama
pada Perangkat Daerah masing-masing;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pimpinan Tinggi
Pratama pada Perangkat Daerah masing-masing;

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran strategis Perangkat Daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi
dan analisis Risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

UPR tingkat Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mempunyai tugas :

a. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran kegiatan,;

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi
dan analisis Risiko; dan

c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

o

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko
Pasal 10

Proses pengelolaan Risiko meliputi : KASI -
a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian; PARAF AUTENTIKASI |
b. penilaian Risiko; ASISTEN( ) [

c. kegiatan pengendalian; KEPALA PERANGKAT DAERAH ,(_
d. informasi dan komunikasi; dan KABAG HUKUM [

e. pemantauan.

Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan
dalam suatu siklus berkelanjutan.

Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode
penerapan selama 1 (satu) tahun.

Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan,
menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi
perangkat daerah.

Paragraf Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan
lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan
pengelolaan Risiko.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat
Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub
unsur lingkungan pengendalian intern.
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Pasal 12

(1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dimaksudkan
untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan
instansi Pemerintah Daerah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko
yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.

{(2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas :

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

(3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses
penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

(4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses
penyusunan Renstra-PD atau segera setelah diselesaikannya Renstra-PD.

(5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan
proses penyusunan RKA-PD atau segera setelah diselesaikannya RKA-PD.

(6) Proses penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penetapan konteks/tujuan;
b. identifikasi Risiko; dan
c. analisis Risiko.

Pasal 13
Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a
terdiri dari 2 (dua) tahap, yakni :
a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan
b. tahap penetapan kriteria Risiko.

Pasal 14

(1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a
bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai
dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

(2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi 3 (tiga} tingkatan, yakni :

a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
b. konteks strategis Perangkat Daerah; dan
c. konteks operasional (kegiatan).

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah
Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

(4) Tujuan dalam konteks strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat
Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum
dalam dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Pasal 15
(1) Penetapan kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai
kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.
(2) Kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. skala dampak Risiko;
b. skala kemungkinan Risiko; dan
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c. skala tingkat Risiko. KEPALA PERAHGKAT DAERAH
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Pasal 16
(1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b
bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat
pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
(2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan :
a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan,
pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko;

Pasal 17

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6} huruf c
merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan
mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat
ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana
tindak pengendalian.

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan :

a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
b. memvalidasi risiko;
c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
d. menyusun RTP.
Paragraf Ketiga
Kegiatan Pengendalian
Pasal 18

(1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c
merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
(2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
a. pembangunan infrastruktur pengendalian antara lain berupa kebijakan
dan/atau prosedur;
b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat

Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

(1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d
bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan
eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian
kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan
kegiatan pengendalian.

(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk sarana informasi dan
komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.
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Pasal 20

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilaksanakan
untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan

- ketentuan.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dﬂaksanakan oleh
pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah,
Pejabat Administrator, serta Pejabat Pengawas sesuai dengan ruang lingkup
dan kewenangannya.

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah
Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.

Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh
Inspektorat selaku penanggungjawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi
audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 21 -
Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah
Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari :
a. penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
b. penilaian risiko strategis Perangkat Daerah; dan
¢. penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR untuk selanjutnya disampaikan
kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah
dan unit kepatuhan internal.
Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen RTP.
Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan untuk
selanjutnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris
Daerah dan unit kepatuhan internal.
Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan
oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat
Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR
tingkat Pimpinan Tinggi Pratama.
Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan dan
tahunan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusannya
disampaikan kepada Sekretaris Daerah.



BAB IV
SISTEMATIKA PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 22

(1) Pengelolaan risiko disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a.
b.
C.
d.

€.

BAB 1
BAB II
BAB IlI
BAB IV
BAB V

: PENDAHULUAN

: KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

: PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH
: PELAPORAN

: MODEL KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

(2) Sistematika pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada Saat Peraturan Bupati Ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun
2017 tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 95 TFEBRUAR] D2z

BUPATI PARIGI MOUTONG,

J i3

-
SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 95 FepruvaRl Wor

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN, SSTP., M.AP KEPALA PERANGKAT DAERAH|

PARAF KOORDINASH
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PARAF AUTENTIKASI
LAMPIRAN PERATURAN ASSTEN( )
BUPATI PARIGI MOUTONG ,
NOMOR TAHUN 2022 KEPALA PERANGKAT DAERAH
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO KABAG HUKUM
BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP} merupakan upaya Pemerintah memenuhi ketentuan
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara yaitu menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan
Pemerintah secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja,
transparansi dan akuntabilitas.
Dengan penerapan pengendalian intern yang efektif diharapkan dapat
memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi
pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.
SPIP memiliki 5 (lima) unsur pengendalian, yaitu: 1) lingkungan pengendalian,
2) penilaian risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, dan
5) pemantauan pengendalian intern.
Unsur penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara
tujuankegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan sasarannya dalam dokumen
perencanaan, serta kesesuaian dengantujuan stratejik yang ditetapkan
Pemerintah Daerah. Identifikasi risiko dilakukan terhadaprisiko yang mungkin
timbul baik risiko intern maupun risiko ekstern yang dapat mempengaruhi
keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, kemudian menganalisis risiko atas
kemungkinan kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai denganrisiko
yang sangat rendah. Berdasarkan hasil penilaian risiko tersebut
dilakukanrespon atas risiko danmembangun kegiatan pengendalian yang tepat
dengan maksuduntuk merespon risiko yang dimilikinya dan memastikan
bahwa respon tersebutdilaksanakan secara efektif. Kegiatan identifikasi risiko,

~ analisis risiko, dankegiatan pengendalian atas risiko merupakan rangkaian
dalam pengelolaan risiko.

B. Tujuan Penyusunan

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengelola risiko mulai dari risiko strategis Pemerintah Daerah, risiko strateis
Perangkat Daerah dan risiko kegiatan {operasional) Perangkat Daerah dalam
rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah; dan

2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau
aktifitas  pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Parigi Moutong.

BAB I1
KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Tujuan dan Manfaat Penerapan Pengelolaan Risko
1. Pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
bertujuan untuk: _

a. Meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja.
Dengan  pengelolaan risiko, semua potensi masalah yang
berkemungkinan menghambat pencapaian tujuan organisasi dapat
terkelola dengan baikmelalui langkah mitigasi Risiko yang dirancang dan
dijalankan dengan efektif. Pengelolaan risiko yang komprehensif akan
mendorong organisasi dalam meningkatkan kinerjanya.

b. Mendorong manajemen yang proaktif.



Dengan penerapan Manajemen Risiko, manajemen dituntut untuk
berpikir secara antisipatif bukan reaktif guna menciptakan langkah
mitigasi Risiko yang efektif dalam rangka mengamankan pencapaian
tujuan organisasi.

c. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan

perencanaan.
Dengan pengelolaan risiko, manajemen memiliki dasar yangkuat dan
proyeksi masa depan atas setiap potensi masalah bagikeputusan yang
hendak diambilnya. Dalam hal perencanaan, identifikasi potensi masalah
berikut mitigasi yang dirancangakan meningkatkan mutu perencanaan
yang disusun oleh manajemen.

d. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya.
Rancangan mitigasi Risiko dengan mempertirtibangkan prioritas risiko
termasuk analisis biaya manfaat akan mendorong organisasi untuk
mengalokasikan sumber daya organisasi yang terbatas secara efisien dan
efektif.

e. Meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan.

Pengelolaan risiko mendorong organisasi untuk taat pada regulasi yang
berlaku sebagai mana termaktub dalam tujuan sistem pengendalian
intern pemerintah.
2. Pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Berkurangnya kejutan atas kejadian yang tidak diinginkan
Pengendalian kejadian yang tidak diinginkan ditingkatkan dengan cara
mengidentifikasi dan melakukan tindakan untuk mengurangi
kemungkinan dan meminimalkan dampaknya.

b. Meningkatnya perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi
Pengetahuan tentang informasi strategis organisasi, operasi, dan
lingkungannya akan meningkatkan efektivitas perencanaan. Selanjutnya,
hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan organisasi memanfaatkan
peluang, mengurangi hasil yang negatif, dan meningkatkan kinerja.

¢. Meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan
Pengelolaan risiko dapat memberikan informasi dan analisis yang lebih
akurat dalam mendukung pengambilan keputusan strategis.

d. Meningkatnya reputasi Pemangku kepentingan akan tertarik kepada
organisasi yang diketahui mengelola risiko dengan baik.

e. Perlindungan bagi pimpinan.

Dengan meningkatnya kesadaran akan Risiko, seluruh anggotaorganisasi
akan melakukan tindakan profesional yang cermat.

f. Meningkatnya akuntabilitas dan governance organisasi.

Dengan mendokumentasikan pendekatan Pengelolaan Risikoyang
diterapkan dan perhatian setiap level organisasi atas ketaatan terhadap
ketentuan, akuntabilitas dan governance akan meningkat.

B. Prinsip Pengelolaan Risiko

1. Berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja.
Manajemen Risiko harus berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan
dan peningkatan kinerja seperti meningkatnya ketaatan terhadap
ketentuan, kepercayaan publik, kualitas pelayanan, efisiensi, tata kelola,
dan reputasi organisasi.

2. Menjadi bagian yang menyatu dengan proses organisasi secara keseluruhan.
Manajemen Risiko bukanlah proses yang berdiri sendiri dan terlepas dari
proses utama dan proses bisnis organisasi. Manajemen Risiko adalah bagian
dari tanggung jawab manajemen dan bagian yang menyatu dengan proses
organisasi secara keseluruhan, termasuk perencanaan strategis, proyek,

dan proses manajemen perubahan. PARAF AUTENTIKASI
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Manajemen Risiko membantu pengambil keputusan membuat pilihan,
membuat urutan prioritas tindakan, dan memilih alternatif tindakan.

4. Memperhitungkan ketidakpastian.
Manajemen risiko memperhitungkan ketidakpastian dan bagaimana
menanganinya. '

5. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu.
Pendekatan Manajemen Risiko yang sistematis, tepat waktu, dan terstruktur
berkontribusi pada efisiensi dan hasil yang dapat diandalkan,
diperbandingkan dan konsisten.

6. Berdasarkan informasi terbaik yang tersedia.
Input Proses Manajemen Risiko didasarkan pada sumber informasi seperti
data historis, pengalaman, masukan dari pemangku kepentingan, observasi,
prakiraan, dan pertimbangan ahli.

7. Disesuaikan dengan keadaan organisasi.
Penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan konteks internaldan
eksternal, serta profil Risiko organisasi.

8. Memperhitungkan faktor manusia dan budaya
Manajemen Risiko menyadari kemampuan, persepsi, dan niat pihakinternal
dan eksternal yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan
organisasi.

9. Transparan dan inklusif.
Keterlibatan pemangku kepentingan secara layak dan tepat waktu,
khususnya pengambil keputusan pada seluruh level organisasi, memastikan
bahwa Manajemen Risiko tetap relevan dan mutakhir. Keterlibatan tersebut
juga membuat pemangku Kkepentingan terwakili secara layak dan
pandangannya dapat diperhitungkan dalam penentuan kriteria Risiko.

10. Dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan.
Manajemen Risiko secara terus menerus mengenali dan tanggap terhadap
perubahan. Perubahan berupa kejadian eksternal dan internal dapat
mengakibatkan munculnya Risiko baru atau berubahnya Risiko.

11.Perbaikan terus-menerus ‘
Organisasi harus mengembangkan dan menerapkan strategi untuk
meningkatkan kematangan Manajemen Risiko bersama-sama dengan semua
aspek organisasi lainnya.

. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong

dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas)

Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat

Daerah. '

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan
risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah
yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah
dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat
Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah
koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan
risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah
yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
(Renstra-PD}. Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh
masing-masing  Pimpinan  Perangkat Daerah  bersama  jajaran
manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit
Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan Eselon IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah PARAF AUTENTIKAS!
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Pengelolaan risiko operasioal Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan
risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama
Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja
tahunan Perangkat Daerah, seperti; Penetapan Kinerja Perangkat Daerah
(Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah {Renja dan/atau RKPD).
Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah
dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran
manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan
Unit Pemilik RisikoTingkat Eselon Il dan Eselon IV.
D. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang

samabagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko dilingkup

pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko

yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai

tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat

diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria peniaian

risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan

Terjadinya {Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko. v
Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Skala
dampak risiko Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong ditetapkan adalah

skala 5.
Tabel I1.1
Skala Dampak Risiko dalam Skala §
Kategori Skor Operasi 1D k Risik

D

, - Pelanggaran
‘Sangat = Pelayanan tersebar luas Serius, =
Besar ~  terhenti, tujuan dibanyak Sanksi Berat -

pelayanan ; di
terhambat, - sebagian ‘
wrang efektif  kecil media

igian Hambatan Ada
tidak kegiatan/  pemberitaan
‘material pelayanan negative,
v tertangani, = namun tidak

L tujuan tercapai material < ‘
|
2. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin

konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Skala probabilitas

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggunakan skaia 5.

‘material

Tabel I1.2
Skala Probabilitas Risiko dalam Skala S5

Tingkat Operasional Probabilitas Risiko
Kemungkinan

Sangat sering, hamper Dapat terjagi beberapa kali

pasti  terjadi dalam 1tamjn_ PARAF AUTENTIKASI
{probabilitas > 80%) o EEET
KEPALA PERANGKAT DAERAH
[KABAGHUKUM | /o=




Kemungkinan  terjadi Kemungkinan terjadi sekali
{(probabilitas 40% s.d dalam 3 tahun ' -
60%) o ,

Sangat jarang terjadi

{probabilitas < 20%)

3. Skala Nilai Risiko

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor
dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk
menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan
keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima {acceptable risk)

maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk).

Tabel I1.3

Matriks Risiko

Dampak/Konsekuensi

MATRIKS

Kurang Seda
ANALISIS RISIKO ionifil Signifikan
(Sx5) -

Sangat
Sering/Hampir
Pasti Terjadi

Sering/
Kemungkinan
Besar

Kadang-
kadang/Mungki
n Terjadi
Jarang/
Kemungkinan
Kecil

Kemungkinan
Terjadinya Risiko

Sangat Jarang

Kriteria selera/penerimaan risiko disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel I11.4
Kriteria Penerimaan Risiko
Kriteria Penerimaan Risiko

Level Risiko Skala Risiko

Tinggi 15-25 Tidak dapat diterima,
: diperlukan pengendalian
yang sangat baik
: Sedang 5-14 Harus menjadi perhatian
manajemen dan diperlukan
. pengendalian yang baik
Rendah 1-4 Dapat diterima

E. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko.
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai

berikut:

~_PARAF AUTENTIKASI
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Tabel I1.5

Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait Pengelolaan Risiko

No. , ‘ Tahapan - Tahapan - OutputTahapan
. . Manajemen |PengelolaanRisiko ' Pengelolaan
' Waktu Pemda ' Pelaksana Rhiko '
1| Proses Proses - Arahan dan - Komite -Dokumen
Penyusunan penyusunan {kebijakan pengelolaan Arahan dan
RPJMD(Satu RPJMD Penilaian risiko 5 Risiko kebijakan
Tahunsebelum tahunan - Sekda selaku Penilaian risiko
RPIMDS - Penyusunan Koordinator 5 Tahunan
Tahunan Risiko Strategis - UPR Pemda -Daftar Risiko
Berjalan sd Pemda {Bupati Dan RTP
RPJMD Dan Kepala Strategis
Pemda
ditetapkan) PD)
2| Proses Proses Penyusunan Risiko |- Komite Daftar Risiko dan
Penyusunan penyusunan |Strategis (Entitas) pengelolaan RTP Strategis
Renstra PD Renstra PD PD risiko {Entitas} PD
(Satutahun - Sekda selaku :
Sebelum Koordinator -
RPJMD 5 - UPR Tingkat Es.l
Tahunan / Es.dl (Kepala
Berjalan sd PD dan
RPJMD Kabag/Kabid
ditetapkan) PD)
3| Januari- Mei Penyusunan |Arahan dan Komite Dokumen Arahan
Tahun 202X-1 RKPD dan Kebijakan Pengelolaan Dan kebijakan
penilaian Risiko
Renja PD Risiko tahunan Penilaian risiko
tahunan
4} Agustus- Penyusunan {Penyusunan Risiko |- Kepala PD Daftar risiko dan
September RKA-PD Operasional PD - Unit Pemilik RTP Operasional
202X-1 (Penetapan Risiko Tingkat PD
EsIlI, Es IV PD
rencana
Sasaran &
pagu
anggaran per
kegiatan
5| Oktober Penyusunan |- Pengomunikasi |- Kepala PD - Perbaikan RTP
Tahun 202X-1 RAPBD, Perda] an Risiko dan - Komite - KSOP
APBD RTP, Pengelolaan -Notulen
- Penyusunan Risiko pengomunikasi
6| November- Penyusunan atau Revisi KSOP |- UPRTingkat an
- | Desember Tahun | Rancangan |. Pengomunikasi Pemda,Tingkat |-Finalisasi Daftar
201X-1 DPA-PD, dan | an perubahan Eselonl, 2, 3, risiko dan RTP
penetapan KSOP dan
DPA-PD 4
- Sekdaselaku
1 A 4
7| Januari sd Pelaksanaan |Penyusunan atau |- Komite KSOP
Desember Tahun | APBD penyempurnaan Pengelolaan
201X KSOP {Tindak Risiko
lanjut RTP) - UPR Tingkat
: Pemda,Tingkat
Eselon |, I, III,
dan IV
Pelaksanaan KSOP |- Komite Bukti
Pengelolaan pelaksanaan
Risiko KSOP
- Kepala PD
- Pelaksana
Program dan
kegiatan
PARAF AUTENTIKAS]
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No. v Tahapan Tahapan _ OutputTahapan:
f Manajemen |PengelolaanRisiko :  Pengelolaan’
Wm Pemda _ Pelabang Risiko
Berkala Pelaporan dan - UPR Tingkat - Form
{Triwulanan) monitoring risiko Pemda,Tingkat Monitoring
dan KSOP Eselon I dan II, Risiko
Tingkat Eselon |- Form
Il dan IV Monitoring TL
- Unit Kepatuhan RTP
- Sekda selaku
koordinator
Pemantauan - Unit Kepatuhan |- Notulen rapat
kinerja, risiko,dan Pengelolaan - Laporan
efektifitas KSOP Risiko pemantauan
yang dibangun (triwulanan,
tahunan,5
tahunan)
Juni-Juli Penyusunan |Reviudan - UPRPemda Daftar Risiko dan
Tahun 202X KUA-PPAS pemutakhiran {Bupati dan RTP Strategis
{Penetapan  {Risiko Strategis Kepala PD Pemda yang
sasaran Pemda. - Sekda selaku dimutakhirkan
makro dan Koordinator
pagy Catatan:
;gig;;fn Risiko strategis
Pemda akan
direviu dan
dimutakhirkan
setiap tahun
Agustus- Penyusunan |Reviu dan + Bupati Daftar Risiko dan
September RKA-PD pemutakhiran - Sekda selaku RTP Strategis
202X (Penetapan |Risiko Strategis Koordinator (Entitas) PD
rencana (Entitas) PD - Unit Pemilik
sasaran dan |Catatan: Risiko Tingkat
pagu Risiko strategis Es.
anggaran {entitas) PD akan It (Kepala
perkegiatan) |direviu dan PD dan
dimutakhirkan Kabag/Kabid
setiap tahun PDj}

8! Januari- Pelaporan Pelaporan - Bupati Laporan
Februari Keuangan Pengelolaan Risiko |- Kepala PD Pengelolaan
Tahun 202X+2 Tahun202X - UPR Tingkat Risiko Tahun

Pemda,Tingkat | 201X
Es. II, Tingkat
Es. Il dan Es.
v

- Unit Kepatuhan

- Sekda selaku
koordinator

9| Februari- Reviu APIP Evaluasi - Inspektorat{APIP | LaporanEvaluasi
Maret Tahun ‘ Pengelolaan risiko Daerah} Pengelolaan
202X+1 Oleh APIP Risiko

Penilaian Maturitas |- Bupati Laporan
SPIP - Kepala PD Penilaian
- Inspektorat Maturitas SPIP
(APIP) Daerah
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BAB III
PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Gambar I11.1
Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten
Parigi Moutong
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1. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang

menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah,;

2. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan
risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan
risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu;

a.
b.

c.
d.

Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;

Membuat dan mengarsipkan dokumen dokumen pengelolaan risiko
misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;

Memfasilitasi proses penilaian risiko;

Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. Unit pemilik risiko;

a.

€.

f.

Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas risiko
tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta
melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
sehari-hari.

Menyelenggarakan catatan historis atas tingkatcapaian kinerja dan
peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-
masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan
sebagai data base untuk memprediksi keterjadian risiko di masa
yang akan datang.

. Menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment] untuk dilaporkan

kepada Unit Kepatuhan. .
Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang
pelaksanaan pengendalian risiko.

Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan
pengendalian.

4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah
a. Ketua memiliki tugas sebagai berikut;
1) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah
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2) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah
Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis
Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;

3) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak
Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah,;

4) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi,
dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

b. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:

1) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah;

2) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko,
Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;

3) mengoordinasikan pembinaan  terhadap Pengelolaan  Risiko
Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi,
dan pelatihan Pengelolaan Risikodi lingkungan Pemerintah Daerah;

4) membuat laporan triwulanan dan tahunan kgiatan pembinaan
pengelolaan risiko yang disampaikan  kepada  Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

c. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

1) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan
pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;

2) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan
pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko,
Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera
Risiko;

3) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah yang meliputisosialisasi, bimbingan, supervisi,
dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau

: pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu:

Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;

Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;

Membuat laporan triwulanan dan tahunan Kkegiatan pemantauan

pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

6. Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan berwenang
memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko
Pemerintah Daerah, yaitu:

a. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada
Pemerintah Daerah;

b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan
risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

c. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun
serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

ao op

B. Proses Pengelolaan Risiko.
Pengelolaan risiko dilakuka oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap
pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan tahapan
sebagai berikut:
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Gambar III.2

Proses Pengelolaan Risiko

-+ Identifikasi Kelemahan tingkungan

Pengendalian Intern {1}

e o(iz) e

: Penilai
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Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai

berikut :

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Tujuan

Keluaran

pelaksana/Pihak Terkait :

Waktu

Sumber data utama

Identifikasi

Gambar I11.3
Ikhtisar Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalaian intern

Tingkat Pemda:
- Sekda selaku Koordinator
- Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah {Kepala Daerah dan Kepala OPD/

Eselon | dan 1)
- Fasititator

- Penyusunan RPJMD -
- Direviuf dimutakhirkan setiap tahun pada soat penyusunan KUA/PPAS .

Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalom setiap sub unsur lingkungan
pengendafian intern

Simputan kondisi lingkungan péngendolion intern dan kelemahan dalam sub
unsur lingkungan pengendalion intern yang memeriukan perbaikan

- Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara dif
-Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE

kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan

melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan
urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan
wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel II1.4

Tahapan Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Persiapan data
dan kuesioner

Kdjian, reviu atas

kondisi dan kultur
instansi berdasarkan
hasil audit, kajian,
berita, wawancaraq,
data fainnya

Survei persepsi
pegawai atas
kondist lingkungan
pengendoalian
melalui Control

Environtment

Evaluation (CEE)

Mendasarkan
kepoda dua hasil
simpulan sementara
yaitu hasil penilaian
awal dan hasil survei
persepsi
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a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian

1) Persiapan Data;

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan

wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa:

a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang bersangkutan
misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnyaatas
urusan wajib/pilihan terkait;

b} Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan
oleh Inspektorat Daerah,;

c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan
Pemerintah Daerah;

d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah
dari berbagai sumber misainya media massa, internet,hasil
penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan
Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (contoh format disajikan
padalampiran.

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu

dokumen
Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah
dimaksudkan untuk  mendapatkan gambaran  permasalahan-
permasalahan lahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian
kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada
langkah persiapan penilaian. Dalam pedoman ini, sebagai contoh data
yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan
pengendalian intern pada Kabupaten Parigi Moutong secara umum yaitu:

1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Daerah dan LHPBPK,

2) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan

pengendalian intern di Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan padan

lampiran 1 Form 1.b

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environtment

Evaluation (CEE})

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai

terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan  Pengendalian

urusanwajib/pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat
menggunakan metode CEE, yaitu suatu penilaian mandiri atas
pengendalian/Control Self Assessment {CSA) yang diaplikasikan pada

Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau

diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden

terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Contoh  simpulan  kondisi Lingkungan  Pengendalian intern

pemerintahdaerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh peserta

FGD Pemkab Parigi Moutong yaitu memadai atau kurang memadai

sebagaimana disajikan dalam Lampiran.

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya

disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada pemerintah daerah

dengan menggunakan Kertas Kerja. Pemerintah daerah dapat melakukan
wawancara/konfirmasi  apabiladiperlukan, untuk  mengklarifikasi
informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka
penarikan kesimpulan. Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan

Pengendalian pemerintah daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan

rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

PARAF AUTENTIKAS

ASISTEN( )

KEPALA PERANGKAT DAERAH| '

KABAG HUKUM L




2. Penilaian Risiko
ikhtisar Penilaian Risiko

Tujuoan : - Menetapkan konteks/tujuan dan memitin tujuan yang akan ditakukan
penilaian risiko
- Metakukan identifikasi risiko dan analisis risiko
- Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih fanjut (dibangun
RTP-nya

Keluarcn ;- Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintch Daerah untuk tiap-tiap urusan

dan indikator kinerjonya :

- Datfrar tujuan/sasaran strategis (Entitoas) OPD

- Daftar tujuan kegictan utama OPD untuk tiap~tiap urusan dan indikator
keluarannyca ’

- Kertas Kerja Identifikasi Risiko {Doftor Risiko) Urusan waijib /Pllihan Strategis
Pernerintah Daerah i

- Xertas Kerja Identifikasi Risiko {Daftar Risiko) Urusan Waiib/Pilihan Strategis

- {Entitas) OPD . :

- Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Doftor Risiko) Urusan Wajib/Pilinan
Operasional OPD :

~ Kertas Xerja Hasil Anatisis Risiko Urusan Wajib/Pilihon Strategis Pemaerintah
Daerah, Strdtegis (Entitas) OPD, don Operasional OPD

- Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib dan Pililhan Strategis
Pemerintat Daerah, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasiorct OPD

Pelaksana/Pihak Terkait :  Strategis Permerintah Daerah
-Sekda selaku Koordinator
-UPR Pemda (Xepala Daerch dan Kepaia OPD/SKFD)
~Fasilitator
Strategis {(Entitas) OPD
~Sekda selaku Koordinator
~UPR Tingkat Es. 1 / 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD
-Fasilitator
Operasional OPD
-Kepaia OPD
- Unit Pemilik Risiko Tingkat £s 3, 4 OPD Fasilitator

Waktu Strategis Pemerintah Dasrah
. . . —Penyusunan RPJMD . E X .
: | -Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Stratogis (Entitas} ord o
' -Poada saat penyusunan Renstra OPD ’ .
~Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD
Pada saat penyusunan RKA-OPD

Sumber data utama . CSAJFGD

Langkah kerja penilaian risiko sebagai berikut :

Gambar 111.6

Langkah Kerja Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan

jclontifikasi risike

@ Menetagan @ Mengidentifikasi (Y :l“:’-"g"u'“’“ analisis
Konteks! Tujuan risiko S
yang akan
dilakukan
penitaian risiko

& Memvalidasi risiko

@ Mengevoluasi

@ menyiapkan pengendalicn

penilaian risiko

yong ado dan
yang dibutuhkcn

@& Menyusun
Rencana Tindak
Pengendalian RTP

a. Penetapan Konteks/Tujuan

1} Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan
wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan
“konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan pada
tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas)
Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang
selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami
tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap
tingkatan tersebut dapat di identifikasi dan dianalisis. Keterkaitan
antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan
tingkat penilaian risiko disajikan pada Gambar di bawah ini.
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Keterkaitan antara Tujuan dan Tingkat Penilaian Risko

GRGEKISAN

UNIT KERjA

AN &

SASARAN

RNOIATOR KNERIA

PEMERINTAH RPIMO Tujuan & Sassran Indiator Kinerja | Peniaian Risho
OAERAH | Strategis 1 Saseran Strategis " Strategis Urusan
| perverintah Daerah | .| PemeriotahDaerah | | Wajb/Pihan pada
i ’ i Pemerintoh Daerah
o gamsmovo 12,3, Tujuan & Sasaran indikator Kineria i penilaian Risiko
H Ot Strategis {Enttas) OPD | | Sasaran Strategis 't Strategis {Entitas) 0PD
; 130w {Entitas) OPDIL, 2,3, | 12308
g st
H 1
'
oD | Renja/RKASKPD | Tujoan & Sasaran Indikator Kinesja Pentaian Risiko
{ 0pD1,2.3.u . Operss patanOPD 1,2, | i Operasional OPD 1,
! (Kegiatan} 0PD 1,2, 3,08 230
5 3,08t

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk
memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi
yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah
adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis
Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan
yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan
Perangkat Daerah.
Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko
didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan
tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak
permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak
untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan
yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang
tercantum dalam RPJMN.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap tingkat dijelaskan sebagai

berikut:

a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah .
Contoh format penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah
daerah disajikan dalam anak Lampiran 1 Form 2a.
Ikhtisar  penetapan tujuan strategis pemerintah
disajikandalam gambar dibawah ini :

daerah

Ikhtisar Penetapan Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

Tujuan Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis Pemerintoh Daerah untuk
tiap-tiap urusan don indikotor kinerjanya
Keluaran - Dettor tujuanfsasaron strategis pernerintah daerah
dan indikator kinerjonya :
~ Daftar Urusan Waijib/Pitihan dan OPD yang Terkait

Pelaksana/Pihak Terkait - Sekda selaku Koordinator

- Unit Pemnilik Risiko Pemerintah Daerah {Kepcla Daerah dan Kepaia
OPD/SKPD)
- Fasilitator

- Penetapan konteks ditaksanakan poda saat penyusunan RPIMD :
: - - Direviuf dimutakhirkan setiap tahun pada saot penyusunan KUA/PPAS
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Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah pada
dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang
dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis
pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat memilih beberapa
tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan
visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.
Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui
CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam “Dokumen Arahan dan
Kebijakan Penilaian Risiko 5 (Lima} Tahunan”.

Sebagai contoh, berdasarkan “Dokumen Arahan dan Kebijakan
Penilaian Risiko 5 Tahunan” Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
menetapkan Konteks Strategis Pemerintah Daerah yang akan
dilakukan untuk 2 tujuan strategis, yaitu tujuan 1 dari misi 1,tujuan
1 dari misi 2, dan tujuan 1 dari misi 3.

Sebagai contoh dalam penilaian risiko tujuan strategis 1, maka

peserta CSA/FGD adalah:

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri
dari Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah (pejabat Eselon II)
yang memiliki keterkaitan secara fungsi dan Kkegiatan
terhadap tujuan srategis 1, antara lain pada
a. Dinas Kesehatan;

b. RSUD Kabupaten XYZ;

c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB}J;

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kehadiran pejabat Eselon I atau Eselon II sangat dianjurkan

dalam CSA/FGD, walaupun dapat juga dihadiri oleh pejabat

Eselon III dari Perangkat Daerah namun sifatnya sebagai

pendamping.

(2) Fasilitator
Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu instansi
pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah
proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim
BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihaklain
yang berkompeten.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah

daerah adalah sebagai berikut:

o Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya
terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan
jabatan, dsb;

o Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama
terkait tujuan strategis yang di identifikasi sebagai mana
tercantum dalam RPJMD;

o Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal
prioritas pembangunan atau program unggulan terkait
dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang
dipilih berdasarkan RPJMD;

o Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daerah
yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan
dilakukan penilaian risiko bias seluruh atau sebagian
sasaran sesuai kebutuhan;

o Tuangkan hasil identifikasi pada anak Lampiran 1 Form

2a.
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b} Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Ikhtisar Penetapan Tujuan Strategis (Entitas) OPD
Tujuan . : Memperoleh informasi tjuan/sasaran strategis (Entitas) OPD yang terkait
untuk tiap-tiop urusan dan indikator kinerjonya

Keluaron :  Daftor tuguon/sosomn strategis (Entitas) OPD yung terkait untuk tiap-tiop
* urusan dan indikator kinerjanya

- Sekda selaku Xoordinotor

Pelaksana/Pihak Terkait : - Unit Pemilik Risiko Tingkat Esefon 1 dan 2 (Kepala OPD{SKPD dan Kabag/Ka
bid OPD)
- Fasilitator
Waktu 1 - Pada sgat penyusunan Renstra OPD

- Direviu/dimutakhirkan setiop tahun pada saat penyusunan RKA-OPD

Sumber data utoma :  Renstra OPD

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah
dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan
yang diampunya sebagaimana disajikan dalam anak Lampiran 1

Form 2b. Sebagai contoh, Dinas Kesehatan akan menetapkan

tujuan/konteks strategis (entitas} Perangkat Daerah terkait

dengan Urusan Wajib Kesehatan (Koordinator). Sedangkan,

Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum akan menetapkan

tujuan/ konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah terkait

dengan Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Koordinator).

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat

Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra-PD, serta data terkait
lainnya;

(2) Identifikast tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang
di identifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis
yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis
Pemda;

(3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Perangkat
Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang
akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian
sasaran sesuai kebutuhan;

(4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b. Sebagai
ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan
maka penetapan Konteks/Tujuan  Strategis (Entitas)
Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan adalah sebagai
“berikut:

Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas} Perangkat Daerah

juga dilakukan pada Perangkat Daerah terkait yaitu RSUD XYZ,

DP3AP2KB, dan Dinas Pekerjaan Umum (sesuai hasil penetapan

konteks strategis Pemerintah Daerah)
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¢} Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah

lkhtisar Penetapan Konteks/ Tujuan Operasional OPD

Tujuan 1 Memperoleh informasi program, kegiatan utama, tujuan kegiatan, dan
indikator keluaran untuk tiap- tiap urusan waijib/pilihan yang dikelola oleh
setiap OPD.

Keluoran 1~ Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk tiap-tiap urusan don lndikator

) keluarannyo :

Pelaksono/Pihak Terkait : -~ Kepala OPD

- Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3, 4
- Fasilitator

© waktu :  Padasaat penyusunan RKA-OPD
Sumber data utama :  Renja
Sumber Data lain :  DPA OPD,RKPD

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah
dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai
urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran

1 Form 2c¢. Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat

Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat

Daerah. '

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat

Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA-PD, serta data
terkait lainnya;

(2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait
dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih
sebelumnya;

(3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang
akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan
dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk
seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah
bisa memilih sebagian program/ kegiatan/sasaran sesuai
dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan
profesional lainnya;

(4) Menuangkan hasil identifikasi pada anak Lampiran 1 Form
2c

2) Persiapan penilaian risiko
ikhtisar Persiapan Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan
Tujuan : - Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko
- Menetapkan skala risiko yang dapat diterima

Keluaran ' : - Skala dampak dan kemungkinan
~ Skala risiko yang dapat diterima
Pelaksana/Pihak Terkait : - Unit Pemitik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah, Eseton 2, 3 dan 4
- Fasilitator
- Waktu . : -PenyusunanRPJMD - o
' - D;rewuldmutakh&rkuu setiop tahun padu saat penyusunan KUAJPPAS
Sumber dota utama » : - Pedoman Penilaian Risiko
- CSA/FGD
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a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan
risiko;
Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu
kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada pemerintah
daerah yang dinilai. Apabila belum ditetapkan dalam
Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah, penetapan
kriteria dan skala dampak serta kemungkinan dapat
ditetapkan melalui FGD. Kriteria dan skala dampak serta
kemungkinan sebagai mana telah disajikan pada Bab II
Kebijakan Penilaian Risiko. '

b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala
nilai risiko dan matriks analisis risiko sebagaiman telah
disajikan pada Bab II Kebijakan Penilaian Risiko.

c¢) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu
dokumen.
Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke
dalamdo kumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan
dalam tahap-tahap berikutnya.

d) Menyiapkan bahan-bahan
Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu
dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja,
peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil
penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja

- penilaian risiko, dan sebagainya.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian
tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang
diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian
tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah
pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada
tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan
atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab
risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat
dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan
(uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima
dampak risiko. Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman
ini menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian
risiko, jenis urusan, entitas/ Perangkat Daerah yang menilai, dan
nomor urut risiko dientitas/ Perangkat Daerah. Contoh Kode Risiko
adalah sebagai berikut:

RSO|. |19 1. |00 |. |05 |. [O1

RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah

19 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2019

00 = Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis Perangkat
Daerah dan operasional Perangkat Daerah) atau tujuan
strategis {untuk risiko strategis Pemerintah Daerah).

05 = Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko strategis
Pemerintah Daerah} atau kode Perangkat Daerah yang
menilai (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan
operasional Perangkat Daerah)

01 = Nomor urut risiko

Contoh kode risiko disajikan pada lampiran 2.
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1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

2)

Identifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk
mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam
pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.

Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis

Pemerintah Daerah disajikan dalam anak Lampiran 5 Form 3a.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko

strategis Pemerintah Daerah:

a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko
yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi
tanggung jawab kepala daerah/tingkat pemda ({misal:
peraturan/monitoring dan lain-lain) .

b} Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung
Jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati.

c) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi
kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat
pemerintah daerah untuk memastikan/membantu
pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal
dalam bentuk peraturan/keputusan/SE Bupati atau
pemantauan oleh Bupati.

d) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktorfaktor
di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang
dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemda.

e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan
tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan
pencapan tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah
yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Bupati.

f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko yang
menurut Bupati merupakan risiko yang penting, sehingga
diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati.

g) Risiko strategis pemda disetujui/divalidasi Bupati.

Risiko Strategis (Entitas} Perangkat Daerah

Identifikasi risiko strategis {entitas) Perangkat Daerah dilakukan

untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam

pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang
terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih
pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko

strategis Perangkat Daerah:

a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang
disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung
jawab kepala Perangkat Daerah (kebijakan kepala Perangkat
Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat

Daerah dan sebagainya)] - Pengendalian yang nantinya
dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh
Kepala Perangkat Daerah.

b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi
kondisi memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat
Daerah (Kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat
Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dll] untuk
memastikan/membantu  pencapaian  tujuan  strategis
Perangkat Daerah terkait.

c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa factor
faktor diluar pencapaian tujuan operasional Perangkat
Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis

Perangkat Daerah.
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d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan
strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring
permasalahan pencapan tujuan strategis/ operasional
Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan
oleh Kepala Perangkat Daerah.

e) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang
menurut Kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang
penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh
Kepala Perangkat Daerah.

f) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi.

Risiko Operasional

Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi
kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian
tujuan kegiatan Perangkat Daerah.

Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional
Perangkat Daerah disajikan dalam anak Lampiran 1 Form 3c.

c. Analisis Risiko

1)

2)

Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Setelah Risiko wurusan wajib/pilihan teridentifikasi dan
disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko
urusan wajib/pilihan. Berdasarkan risiko yang telah
diidentifikasi, masing-masing peserta FGD diminta memberikan
skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala
yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas.
Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh
peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk
mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko.
Hasil skor yang telah diperoleh dituangkan dalam kertas kerja
analisis risiko.

Contoh formulir kertas kerja disajikan dalam anak Lampiran 1
Form 4.

Dari hasil analisis atas skala dampak dan kemungkinan
tersebut diperoleh “Matriks Analisis Risiko”.

Contoh formulir kertas kerja disajikan dalam anak Lampiran
Matriks Analisi Risiko.

Memvalidasi risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah
selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat
strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat
Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah
untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan
diprioritaskan untuk ditangani. Sesuai kebijakan pengelolaan
risiko, risiko dengan kriteria “tinggi” akan diprioritaskan untuk
ditangani.

Bentuk daftar risiko prioritas selengkapnya disajikan dalam
anak Lampiran 5 Form 5. Terhadap risiko yang akan
diprioritaskan untuk ditangani, Pemerintah Daerah diharapkan
membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan
munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko
yang muncul (mitigatif), atau keduanya.
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3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang

dibutuhkan

Ikhtisar Evatuasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Tujuan

Keluaran

Pelaksana/Pihak Terkait :

Wakty

Sumber data utarma

- Mengidentifikasi pengendailian yong sudah ada terkait dengan risiko yang
diprioritaskon untuk ditangani {dikelola)

- Meniloi efektifitas pengendatian yang ado

- Mengidentitikasi pengendalicn yang masih dibutubkan/dibangun

- baftar pengendalian yang ada untuk mosmg‘masmg tisika prioritas
unusan woijib/pitihon v
- Hosil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan untuk mos&ng
~masing risiko prioritas urusan wajib/pifihan

Strategis Pamerintah Dasrah
- Sekda selaku Xoordinator .
- Unit )Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 (Kepoks OPD/SKPD dan Xabag/kabid
OPD
- Fasiiitator
Strategis (Entitos) OPD
- Kepaia OPD
- Unit Pernilik Risiko Tingkot Eselon 1, dan 2
- Fosilitator
sional OPD
- Kepaia OPD
~ Unit Pemilik Risiko Tingkat, Eselon 3dan 4
- Fasilitator

Strategis Pemerintoh Doerah
- Peryyusunan RPIMD
~ Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pudo saat penyusumm KUA[PPAS
Strategis (Entitas) OPD
~ Pado saat penyusunan Renstra OPD i
- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun podo soot panyusunon RKA-OPD
oPD
- Pada saat penyusunan RKA-OPD

CSAfFGD

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian

kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam

rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan

prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya.

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan,
namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;

b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan,;

¢) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;

d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan
peraturan diatasnya.

Hasil penilaian

atas pengendalian yang ada selengkapnya

disajikandalam anak Lampiran 1 Form 6 (kolom a-f}.
4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Ichtisar Penyusunan RTP

Tujuan

Keluaran

Pelaksana/Pihok Terkait :

Sumber data utama

- Mengidentifitasi 1 Yinclok Peng ion (RTP) urtuk mengatosi

- Mengidentifikasi RTP yntuk mengatast risiko pada tingkot strotegis
pemerintah daerah, tingkat strategis {entitas) OPD, don tingkat operasional
oPD

1 -~ Daftar Tindak Pend: untuk Mengotasi Risika

- Rekopidosi kTP

gis F
- Xepaio Daerch
- Sekda seiaku kordinator
- Unit Pengaloola Risiko Pemdo (Kepaia doerah dan kepola OPDfSKPD)
- Fasifitator
strategin {Emitas) OPD
- Kepaio OPD
~ Uindt Pemilik Risiko Tingkat eselon 1 atou 2 (Kepola OPD{SKPD dan Kabag/
kabid,

- Fasittatar (opsionat)

Operasionat OPD

- Kepala OPD

= Unit Pernifik Risiko Tingkat Eselon 3 otau 4 OPD
- Fasifitator (opsimoi)

“ s F

Mlmmmwmmmmmmm&s
Suotegis (Entitas) OrD

~ Pracka saat peryusunon Renstra OFD

owwu{wmm mmmmmﬁkxk-@o

Gpetasionot
. Pada soat peryusunan RKA-OPD
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RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk
membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi
kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi
risikoprioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja
penyusunan RTP sebagaimana digambarkan dalam Gambar
dibawah ini: ' :

Langkah Kerja Penyusunan Dokumen RTP

Metumuskon
Tindokan untuk
Mengatasi
Kelemahon

Menyusun Menyusun
roncangan informasi rancangan
dan komurikasi atas monitoring dan

risiko dan RTP evaluasi RTP

Dibutuhkan dalarn
Rangka Mengatast

Llingkungon

a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan
lingkungan pengendalian
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah
teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.
Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan
pengendalian intern yang disajikan dalam anak Lampiran 1
Formlc, selanjutnya disusun rencana tindak perbaikan
sebagaimana disajikan dalam anak Lampiran 1 Form 6.

b} Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
dalam rangka mengatasi risiko
RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan
pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam
menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu
memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu
instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan
pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa
kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko
terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:
{1) Menghindari Risiko {Avoid)
(2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko

(Abate)
(3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko
(Mitigate)

(4) Membagi Risiko (Share} atau Mentransfer Risiko
(5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (Accept/ Retain)
RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis
Pemerintah Daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan
operasional. RTP tersebut meliputi Pengendalian yang
dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggungjawab, dan
Target Waktu Penyelesaian.
Selengkapnya, kegiatan pengendalian atas risiko prioritas
dan RTP-nya disajikan dalam anak Lampiran 1 Form 7
(kolom g-i}.

c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian
Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua RTP,
yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan
rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat
kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan
terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari
kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu
memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan
kedua rencana tindak perbaikan _pengendalian tersebut
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sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak
perbaikan pengendalian.

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan
informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak yang
terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan
menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Bentuk form rancangan pengomunikasian pengendalian
yang dibangun disajikan dalam anak Lampiran 1 Form 8
(kolom a-f).

e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP
Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme
pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa
risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang
telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Contoh form rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan
dalam anak Lampiran 1 Form 9 (kolom a-€}

3. Kegiatan Pengendalian
a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau
penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko.

Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan danpro

sedur pengendalian. Langkah yang perlu dilakukan dalam rangka

membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

1) Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-
undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang
ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan
dibangun;

2) Unit kerja yang bertanggungjawab atas area yang sistem
pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk
tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta
mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila
diperlukan.

3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;

4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;

5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian
berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;

6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi

pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam

kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh
pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi
Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal
dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak
penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko,
dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan
kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui
infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi
kekurangan pengendalian yang ada, Pemerintah Daerah perlu
mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak terkait

- misalnya Kepala Perangkat Daerah, Bagian Hukum, pelaksana kegiatan,
dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah

disampaikan dan dipahami oleh semua pihak W&pﬂa_
Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, RARARAH ' a
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sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen

RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

a. Surat Edaran dari Pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas
pemberlakuan kebijakan;

b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi Pemerintah Daerah (antara lain
JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;

c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan
undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto
pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan

pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan

Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengomunikasian dan

pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah

Daerah  untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis

Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon II untuk

pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan

risiko operasional Perangkat Daerah.

. Pemantauan

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian
Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari
Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon [ atau Eselon II),
Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III}, Kepala Seksi/Kepala
Sub Bagian (Pejabat Eselon IV} sesuai dengan ruang lingkup dan
kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko
Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit
Kepatuhan.  Unit Kepatuhan  bertanggungjawab  memantau
pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten
Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada
Perangkat Daerah.
Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan
risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian
kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan
pelaksanaan kegiatan pengendalian.
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai RTP yang
telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas
pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang
telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk
memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah
dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan
dapat menggunakan anak Lampiran Form 9 Rancangan Monitoring
dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya.

b. Pemantauan kejadian risiko
Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah
teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat catatan
mengenaikapan risiko terjadi (risk evenf) dan dampak yang terjadi,
serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat
keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah
dilaksanakan. Form pencatatan kapan terjadinya risiko yang
teridentifikasi menggunakan anak Lampiran Form 9. Pencatatan
dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian
terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat
Eselon II, dan Eselon Il terkait dengan Risiko Strategis (Entitas)
Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara
menuliskan realisasi kejadian risiko pada anak Lampiran 1 Form 10
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Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap
tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat
dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggungjawab Pengawasan
Pengelolaan Risiko.

BAB IV
PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah
perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan
Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah
Daerah.

A.

Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan
Internal. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat
strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang
terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis
(entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu
dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam anak Lampiran 3

Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan.
Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit
Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis
Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan

oleh UPR Tingkat Eselon II.

Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko

Laporan Tingkat
PemerintahPaerah

i
- Laporan Tingkat OPD

i

Laporan Tingkat Unit Kerja

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:
1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan
yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan
yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.

2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:

a: Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis ({(entitas) Perangkat
Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh
setiap Perangkat Daerah Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat
Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan
yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah

Daerah Triwulanan,;
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b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah
Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati,
tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.
Contoh bentuk laporan disajikan dalam anak Lampiran 3.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko
disusunoleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam anak Lampiran 3.

BABV
MODEL KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

Secara rutin ataupun sewaktu-waktu, Compliance Office For Risk Management
akan melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko
dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong. Penilaian tersebut dapat
dilakukan terhadap kedua tingkatan unit penerapan Manajemen Risiko, yakni
Tingkat Pemerintah Daerah dan Tingkat Perangkat Daerah. Pelaporan atas hasil
tersebut akan menggambaran mengenai kondisi dan capaian penerapan
Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Organisasi Pemerintahan Daerah.
Rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan penerapan manajemen Risiko
menjadi fokus utama dalam penilaian ini.

Model kematangan Manajemen Risiko (risk management maturty model) berikut
dengan parameter yang digunakan dalam penilaian atas tingkat kematangan

penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :

Tingkat
kematangan

Kepemimpinan

Parameter penilaian

Proses

Aktivitas

Hasil

manajemen  penanganan = penerapa
risiko risiko | n |
manajem :
‘Risiko (Risk Pemahaman “Manajemen Presentasi l Pencapm
- Naive) pimpinan risiko mitigasi yang ' an
' terhadap dilaksanakan dilaksanakan tujuan
implementasi  secara sangat dan - strategis
manajemen tidak lengkap keberhasilan sangat
ririko sangat dan penurunan  rendah.
rendah. identifikasi level risiko
~sangat tidak sangat
B ~_ komprehensif rendah. o
Sadar Risiko ~Komitmen dan Proses Jumlah Keberhas
' (Risk Aware) pemahaman manajemen _ persentasi “ilan
. - pimpinan ‘risiko mitigasi yang = pencapai
terhadap -dilaksanakan = dilaksanakan an o
- iplementasi ‘secara tidak dan _tujuan
'~ manajemen lengkap dan ' keberhasilan . strategis
‘risiko rendah.  identifikasi “penurunan  rendah.
' - tidak level risiko - '
... .. .. komprehensif. rendah.
" Risiko Komitmen dan Proses “Jumlah Keberhas
Ditetapkan  pemahaman - manajemen - persentasi ilan
(Risk pimpinan risiko ‘ mitigasi yang pencapai
~ Defined terhada dilaksanakan dikasanpkes——an :
I aplementasi secara, cukup dan |- PRARGAUTENTIAS]
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" Risiko
Dikelola
(Risk
Managed)

| Dapat

- Menangani
Risiko (Risk
Enabled)

risiko

manajemen
risiko sedang.

- Komitmen dan
- pemahaman

' pimpinan

- terhadap

- implementasi
 manajemen

- risiko tinggi.

'Komitmen dan
- pemahaman

pimpinan
terhadap
implementasi
manajeman
sangat
tinggi,

lengkap dan

identivikasi

cukup

- komprehensif.
Proses

- manajemen

- risiko

- dilaksanakan
secara

lengkap dan
identifikasi

- kompre
~hensif.

Proses
manajemen

risiko
dilaksanakan

secara sangat

lengkap dan
" identifikasi
- sangat

komprehensif.

keberhasilan
penurunan
level

~ sedang.
~Jumlah
- persentasimi

tigasi -
dikasanakan

“dan
- keberhasilan
- penurunan

- level

Jumlah
persentasimi
tigasi yang
dikasanakan

“dan

keberhasilan
penurunan
level risiko
sangat

Tabel: Tingkat kematdngah penerapan manajeman risiko

risiko

sedang.

pencapai

pencapai

~an
- tujuan
 strategis
sangat

- Keberhas .
Jilan
yang .
-an
tujuan
- strategis
risiko
Keberhas
: ilan
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Unit Organisasi

FORMAT - FORMAT

Ruang lingkup penerapan-

Periode
Keluaran (Output)

Sasaran Organisasi

Parameter Penerapan Manajemen Risiko

NO DAFTAR SASARAN Ket an
Uraian Sasaran Indikator Sasaran cterang
1
2
3
dst
Struktur Manajemen Risiko Tingkat .........
NO NAMA JABATAN
1
2
3
dst
Daftar Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Tingkat.......
NO Stakeholder Keterangan
1
2
3
dst
Kriteria Risiko
A. Kriteria Kemungkinan
Level Kemungkinan Probabilitas Frekuensi
1 | Hampir tidak terjadi
2 | Jarang terjadi
3 | Kadang terjadi
4 | Sering terjadi
5 | Hampir pasti terjadi
B. Kriteria Dampak
. Area dampak risiko
Gangguan
Level Dampak Kerigian | Penuruna Penalilrun terhadap Tuar;:ut
negara | n reputasi Kinerja layar.lan | hukum
organisasi
1 | Tidak signifikan
2 | Minor
3 | Moderat
4 | Signifikan
5 | Sangat signifikan
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Matriks anahsmremko untukmenetukan level ns1ko dan pnontas n31ko o

. Level Damy

3 __

Moderat | ¢

| Sering terjadi_

| Kadang terjadi -

| Jarang terjadi_

| Hampir tidak terjadi |

. . Prioritas Besaran
Tingkatan Level Risiko Risiko Risiko
1 25
S Sangat tinggi 2 24
3 23
4 22
5 21
4 Tinggi 6 20
7 19
8 18
9 17
10 16
11 15
12 14
3 Sedang 13 13
14 12
15 11
16 10
17 9
18 8
19 7
2 Rendah 20 6
21 5
22 4
23 3
1 Sangat rendah 24 2
25 1
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